
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Analisis kebijakan pemungutan PPN dan pemahaman tentang
perencanaan pajak dari pabrikan hasil tembakau dalam negeri dalam
upaya meningkatkan penerimaan Negara
Yoga Bawanta, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=89271&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi fiskal dari konsumsi Hasil Tembakau atau Rokok telah

memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan negara balk yang berupa penerimaan cukai

maupun PPN. Hal yang menarik dari sistem pemungutan PPN atas Hasil Tembakau atau Rokok adalah

bahwa pelaksanaan pemungutannya berada dalam pengawasan DJBC, walaupun kewenangan

pemungutannya tetap berada pada DJP.

 

Berdasarkan ketentuan Cukai bahwa saat pelunasan cukai atas-Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia

adalah pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, sedangkan saat

terutang PPN adalah pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada pembeli. Berpedoman pada

ketentuan di atas maka penentuan saat terutangnya pajak adalah berbeda, dan oleh karena pengawasan

pemungutan PPN dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka timbal permasalahan tentang

penentuan saat pajak terutang tersebut harus dibayar. Dengan telah dirumuskan suatu kebijakan tentang

pemungutan PPN yang harus dibayar atau dilunasi bersamaan dengan saat penebusan pita cukai maka ada

beberapa cara yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri dalam upaya untuk

meminimalisasi pembayaran PPN dengan cara melakukan perencanaan pajak, balk dalam bentuk tax evasion

maupun tax avoidance. Dalam penulisan tesis ini juga akan dibahas cara-cars yang biasa dilakukan oleh

Pabrikan untuk melakukan perencanaan pajak, di saniping itu juga dibahas tentang hal-hal yang harus

dilakukan oleh fiskus untuk mengantisipasi segala bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh Pabrikan

Hasil Tembakau Dalam Negeri untuk dapat memasukkan penerimaan pajak lebih awal dari yang

seharusnya. Dengan berpokok pangkal pada hash analisa dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemungutan

PPN atas Hasil Tembakau Dalam Negeri menyimpang dari ketentuan hukum positif sebagaimana dimaksud

dalam UU No. 11 PPN 1984, di mana penyimpangan ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kaidah

kecukupan penerimaan negara atau fungsi budgeter.

 

Berdasarkan hal tersebut untuk mengantisipasi adanya klaim dari para pabrikan hash tembakau dalam negeri

maka disarankan adalah dengan menambah ketentuan dalam UU PPN bahwa terutangnya pajak dapat

ditetapkan saat lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
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